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PERATURAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERAS| BAG PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

r

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a

bahwa ddam rangka penngkatan pemberian layanan transportasi
Badan Layanan Umum Transjakarta Busway kepada masyarakat,
peru dberikan remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai
vang besaranrya disessaikan dengan pendapatan operasi.onal Badan
Layanan Umum Transjakarta Busway;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan sebagai tindak lanjut keteniian Pasal 57 ayat (6) Peraturan
Gubemnur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Badan
Layanan Umum Dazerah, perly menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Pemberian Remunemsi bag Pejabat Pengelola
dan Pegawai Badan Layanan Umum Transjakarta Busway;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1074 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1699

Undang-Undang Nomar 28 Tahun 1999 tertang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diwbah, terakhir dengan Undang-
Undang Noror 12 Tahun 2008



10.

11.

12,

13.

14,
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Deerah Khusus [bukota Jakarta sebagai [bukota Negara
Kesatuan Republk hdonesia:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tatun 2005 tentang Pengelolaan
Badan Layanan Umum:

Peraturan Pemermish Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuvangan Daeraly

Peraturan Menten Daam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 58 Tatwn 2007;

Peratwan Mentori Datorm Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknks Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah,

Peraluran Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tortang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraluran Daerab Nomor 10 Tahun 2008 tertang Qrganisasl
Perangkat Daerah;

Peraturan Gubemur Nomar 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan

Oiganisasi dan Tala Kera. Badan Layanan Umum Transjakarta
Busway, '

Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umym Daerah;

Peraturan Gubsrmr Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tala Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Provinsi
Daerah Khusus bukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubemur Momar 174 Tahun 2004

Peraluran Gubemur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan

Knera Daerah sebagiimana telsh diubah dengan Pératuran
Gubernur Nomor 41 Tahun 2010;

Keputusan Guberma Nomor 735/2008 tentang Penetapan Satuan
Kerja sebagai Pengguna Anggaran Satuan Keria di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta:

Keputusan Gubernwr Momor 626/2010 tentang Penetapan Badan

Layanan Umum Transjakarta Busway sebagai Unit Kera Dinas

Perhubungan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang

menerapkan Pela Pengelolasn Keuangan Badan Layanan Umom

Daerah secara penut



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

REMUNERASI| BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemnur ini yang dmaksud dengan ;

1.

Gubemur adalah Kepala: Dgerah Proving Daeral Khusus Ibukota
Jakaria.

Dinas Perhubungan addah Dinas Perhubungan Provinsi Daersh
Khusus [bukela Jakartz,

Badan Layanan Umum Transjakarta Busway yang selanjutnya
disingkat BLU adakh Badan Layaan Umum Transjakarta Busway
Dinas Perhubungan.

Pejabat Pengelols BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola
adaiah Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja
operasional BLU yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan
Pejabat  Teknis yang sebutsnnya dapat disesuaikan dangan
nomenklalur yang berdaku pada BLUI yang bersangkiitan,

Pegawai Urit Badan Layeran Umum Transjakarta Busway adalah
Pegawai yang berugas di Unit Badan Layanan Umum Transjakarta
Bisway yang terdii dari Pegawai Negeri Sipit (PNS) dan Pegawai
Tetap Non PNS,

Gaji adalh Imbalan finansial bersih yang diterima setiagp bulan oleh
Pejabat Pengefola BLU dan Pegawai BLL.

Remunerasi  addah  Imbalan kefia yang dapat berupa gaj,
honorafium, tunjangan, nsentf, banus ates prestasi, pesangon
danfatau pensiun
BAB |
PENETAPAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini kepada Pejabat Pengelola dan

Pegawai BLU dapal diberikan remuneras;i berdasarkan Skor Individual
(Row Score), '

{2) Pemberian teminerasi kepada Pejaba Pengelola dan Pegawai BLU

sebagdmana dimaksud pada ayd {1} menggunakan formula
perhitungan -



X
— :x{( 10% x pendapatan) -(GT + "PK}}
Y

Keterangan.

X -Total Skor Individual (Row Score) Pejabat Pengelola
dan

Y * Total Skor keseluruhan Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pendapaian : Jumbh selmuh pendapdan yang diterima oleh BLU
yang berasd dari barang dan/atal jasa layanan yang
diberikan: kepada masyarakal hagi kerfa sama BLU
danatay hasil usaha lainnya, Selain pendapatan yang
berasal dasi APBD

GTN » Gaji dan Tunjangan (pensiun, kesehatan dan pesangon)
Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil
HPK : Upah Pegawai Kantrak Non Pegawai Negeri Sipi dan

Pogaws Harlan Lepas

(3) Gaji Pegawai Tetap Nen Pegawsi Negeri Sipil sekurang-kurangriya
sama dengan besaran Upah Minmum Provinsi, :

(4)Upah  Pegawal Kontrak Non Pegawai Negeri Sinil sekurang-
kurangnya sama dengan besaran Upah Minimum Provinsi,

{5)Upah Harian Pegawai Harian Lepas, apabila dijumiahkan saty bulan
tidak boleh kurang dari besaran Upah Minimum Provinsi,

BAR [
KRITERIA PERHITUNGAN SKOR INDIVIDUAL
Pasal 3

(Untuk menetapkan Skor ndividual (Row Score) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BLU menghitungnya berdasarkan
indikator penilai an sekurang-kurangnya terdiri dari:

pengalaman dan masa kerja (basic index); '
keterampilan, iimu pengetahuan dan perilaku (competency index):
risko kerja {risk index);

tingkat kegawaldanratan (emergency index);

jabatan yang disandang position index);

hasilVcapaian kinerja (perbrmance index); dan

kehadiran (absensi} serta ketepatan wakiu tba dan putang Kantor,

@roap T

(2) Perhitungan indikatos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
ditambah sesuai dengan ketutuhan dan kendisi masing-masing BLU.



BAB v
BENTUK REMUNERASI
Pasal 4

(1)P emberian fefunerasi sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 adalsh
Berupa funjangan Mineria jasa pengelolaan layanan transporiasi BLU.

(2)Dalam rangka pembetian remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan
Pegawal BLU ssbagamana dmeksud dalam Pasal 2, terlebh dahulu
Kepalh BLU menetapkan Pegawai Tatap Nori PNS.

Pasal 5
Kelentuan. lebih langt mengenal rincian dan mekansme pemberan

remunerasi kepada Fejabat Pengelola dan Pegawai BLU dialur dengan
Peraturan Kepala BLU.

Pasal 6

Dengan dibevakukannya pembenan remunerasi kepada Pejabst Pengelola
dan Pegawai BLU maka pemberian honotarium melalui kegiatan tidak

dperbolehian [pgl
BAB vV
PENGENDALIAN
Pasal 7
(1)Dalam rangka pengendalan kinerja BLU terkait dengan pembernian

remunerasi, perut diakukan bimbingen dan konsultasi teknis yang
Hiakukan cleh Tim,

(2) Tm ssbagaimsna dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdir

dari SKPDIUKPD terkadl yang pembentukarmya distapkan oleh
Gubami.

{3Biaya yang diperiukan uniuk pelaksanasn birrbingan dan \onsuMasi
teknis dbebankan pada pendapatay operasional BLU sesuai
perundang-undangan.

AAB VI
EVALUAS) DAN PELAPORAN
Fasal 8

{(1)Pembeniukan remunetas kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai
dievalasi sesuai kebutuhan.



{2)Hasii evalussi sebagamara dmaksud pada ayat (1) ditaporkan
kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah,
BAB il
Pasal 9
Peraturan Gubernur i mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agz selim orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubemur iri dengan penerpalannya dalam ‘Beria Daerah
Provnsi Daerah Mhusus bukola Jakarts.

Uitetapkan di Jakarta
padatanggal 4 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BLIKE TA JAKARTA,

Diundangkan di Jakara
padatanggal 15 Junt 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS.
BUKOTA JAKARTA,

AYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 112



